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ABSTRAK 
Latar belakang salah satu jenis narkotika yang beredar di indonesia adalaah 
tembakau gorilla. Tembakau gorilla ataau ganja sintesis merupakan campuran 
herbal atau campuran tembakau yang disemprotkan sejenis bahan kimia sintesis 
yang menghasilkan menyerupai efek psikoaktif dari ganja cannabis. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban 
pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla (2) 
Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika jenis tembakau gorilla. Pendekatan yang digunakan (1) Pendekatan 
Perundang-undangan (2) Penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan datanya 
melalui (1) Untuk mendapatkan data sekunder (2) Untuk mendapatkan data 
primer, dan  dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukan (1) dalam hal pemberantasan belum 
maksimal, karena masih banyak peredaran dan pengguna narkotika jenis 
tembakau gorilla terutama dalam kalangan pelajar, mahasiswa, buruh, atau 
pekerjaan nelayan. (2) bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan 
terdakwa telah memenuhi pasal 114 ayat 1 undang-undang 35 tahun 2009 tentang 
narkotika. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 
Kata Kunci: Tembakau Gorilla, Ganja Cannabis, Pertanggungjawaban, 
Pemidanaan,  
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ABSTRACT 
 
The background of one type of narcotics circulating in Indonesia is gorilla 
tobacco. Gorilla tobacco or synthetic cannabis is an herbal mixture or tobacco 
mixture that is sprayed with a kind of synthetic chemical that produces a 
psychoactive effect similar to cannabis.  
This study aims: (1) To describe the criminal liability of the perpetrators of 
the misuse of gorilla tobacco narcotics (2) To find out the punishment of the 
perpetrators of the misuse of gorilla tobacco narcotics. Approaches used (1) 
Legislative Approach (2) Literature research, data collection techniques through 
(1) To obtain secondary data (2) To obtain primary data, and analyzed using 
qualitative analysis methods. 
The results of this study show (1) in terms of eradication not yet 
maximized, because there are still many trafficking and narcotics users of gorilla 
tobacco, especially among students, students, laborers, or fishermen's work. (2) 
the form of criminal liability for the actions of the defendant has fulfilled Article 
114 paragraph 1 of Law 35 of 2009 concerning narcotics. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties who need the 
environment of the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal 
Keywords: Gorilla Tobacco, Cannabis Cannabis, Liability, Criminal, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan pengunaan narkotika pada dewasa ini yang semakin 
meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu 
pengetahuan bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan 
tersebut diatas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik 
transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. 
Transaksi transnasional ialah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, 
sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat 
global baik lingkup maupun jaringannya. 
Ancaman dan bahaya perkembangan narkotika terhadap kesehatan 
masyarakat, dapat terjadi sebagai efek samping dari pemakaian narkotika secara 
terus menerus dan tidak terawasi jika tidak segera dilakukan pengobatan dan 
pencegahanya, menimbulkan efek ketergantungan, baik ketergantungan fisik 
maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya. Akibat negatif tersebut 
di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk 
menanggulanginya. tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral 
dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada
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satupun negara di dunia berhendak melindungi tindak pidana pada umumnya dan 
pada khususnya, tindak pidana narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum.
1
 
Berlakunya Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis 
Psikotropika Golongan I, II, dan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Undang - Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan 
menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang Narkotika No. 35 
Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I, II, dan III 
dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah 
ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba 
melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti 
pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna 
narkotika golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak 
pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih 
berkedudukan kearah korban. 
Salah satu jenis narkotika yang beredar di Indonesia adalah Tembakau 
gorilla. Tembakau gorilla atau ganja sintetis adalah ramuan herbal atau campuran 
tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya 
menyerupai efek psikoaktif dari ganja cannabis. pengguna tidak tahu persis 
bahan-bahan apa saja yang di racik didalamnya. Ganja sintetis merupakan zat 
                                                             
1
Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana 
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 hlm. 1-3. 
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yang bisa sangat berbahaya dan adiktif. Efek yang dihasilkan Ganja sintetik dapat 
mengancam nyawa manusia, seperti: 
1.   Perasaan senang berlebihan (euforia) . 
2.   Delusi paranoid (ketakutan atau curiga berlebihan). 
3.   Rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla) 
4.   Halusinasi (gangguan psikotik). 
5.   Koma hingga Kematian.
2
 
Tembakau Gorilla atau disebut juga tembakau super biasanya dicampur 
dengan tembakau rokok kemudian dilinting seperti menggunakan ganja, 
kemudian diisap. dan efek yang ditimbulkan bisa berupa halusinasi, rasa senang 
berlebihan dan pastinya ketergantungan (adiktif). Bahkan pada beberapa orang 
yang tidak kuat menahan efeknya, bisa mengalami muntah-muntah hingga black 
out. Menurut Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Slamet 
Priadi, Narkotika jenis tembakau gorilla sudah resmi narkotika. Hal ini sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 50 tahun 2010 Tentang 
Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga tembakau gorilla sitensis pengedar 
atau pengguna dapat dipidanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika.
3
 
                                                             
2
Doni Weno Saputro,”Penyalahgunaan Tembakau Gorilla menurut tinjauan Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam”, diakses dari 
http://digilib.uinsby.ac.id/15577/ tanggal 21 oktober 2019 jam 21:00 WIB, hlm. 2. 
3
Slamet Priadi, BNN: Pengedar dan Pengguna Tembakau Gorilla bisa dipidana, diakses 
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/01/13/bnn-pengedar-dan-pengguna-tembakau-
gorila-bisa-dipidana tanggal 21 Oktober 2019 jam 21:00 WIB. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 
ayat 1 menyebutkan: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang tersebut”.4 
Adapun hukuman penggunaan ganja sintesis ataupun tembakau gorilla 
sebagaimana diataur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika pasal 111 ayat 1 menyebutkan: “Setiap orang yang tanpa hak atau 
melakukan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman di pidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”. 
 
Adapun contoh kasus terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika jenis tembakau yakni Dwi Priyono (26) dan Yanuar Iskandar (34), 
warga Jalan Jeruk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, Riyo Priyatno (23), 
warga Kelurahan Panggung, serta Feri Kurniawan (24) warga Jalan Abimanyu 
Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Yanuar diketahui sebagai 
penjual barang haram itu pada ketiga pelaku lainnya. Kapolres Tegal Kota AKBP 
                                                             
4
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 
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Siti Rondhijah, Jumat (13/9), mengatakan pengungkapan kasusnya bermula dari 
informasi masyarakat tentang adanya pemuda yang diduga menggunakan 
tembakau gorila. Selanjutnya, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil 
mengamankan pelaku Dwi Priyono. 
"Saat diinterogasi, pelaku mengaku mendapatkan paket itu dari pelaku 
Yanuar yang selanjutnya berhasil kita amankan juga," katanya. Tidak berhenti 
disitu kata Kapolres, dari hasil pengembangan didapati tembakau gorilla itu telah 
dijual kepada dua pelaku lainnya yakni Riyo dan Feri. keduanya juga berhasil 
diamankan petugas. "dari tangan pelaku, berhasil diamankan sejumlah barang 
bukti. diantaranya, 10 linting tembakau, uang tunai, bungkus rokok yang 
digunakan untuk menyembunyikan barang haram itu dan barang bukti lainnya," 
Sementara pelaku Yanuar saat diinterogasi mengaku memesan barang haram itu 
melalui jaringan media sosial Instagram. selanjutnya setelah transfer, barang itu 
dikirim melalui pengiriman paket. "Saya memesan lewat online kemudian di 
kirim lewat paket.” akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan sejumlah pasal 
berbeda, dengan ancaman hukuman maksimal 12-15 tahun penjara.
5
 
Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara 
pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku 
dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus 
berpedoman pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
                                                             
5
Radar Tegal, Pesan Tembakau Gorilla Lewat IG, lalu dijual di tegal. Diakses dari 
https://radartegal.com/berita-lokal/pesan-tembakau-gorila-lewat-ig-lalu-dijual-di.35167.html 
Tanggal 31 Oktober 2019 Jam 18:55 WIB. 
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sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata beracaranya. Tujuan dari hukum 
acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh 
Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut: 
Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau 
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara 
pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 
memeriksa dan 5 putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti 
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu 
dapat dipersalahkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 
permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika Jenis Tembakau Gorilla? 
2. Bagaimana Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika jenis Tembakau Gorilla? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla. 
2. Untuk mengetahui Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindakan Pidana 
  Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai 
berikut : 
a.  Manfaat Teoritis 
Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana 
khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla. 
b. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik 
khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan 
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
jenis tembakau gorilla. 
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E. Metode Penelitian 
1) Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif adalah 
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 
dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
2) Spesifikasi Penelitian 
Metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum.
6
 
3) Metode Pendekatan 
a.  Statute Approach 
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian 
yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
                                                             
6
Sugiono, Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009 hlm. 29. 
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undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang 
sedang dihadapi. 
b.  Library Research 
Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun 
laporan hasil penelitian dari suatu penelitian terdahulu.
7
 
 
4) Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung 
diperoleh dari tokoh yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan 
masalah penelitian di Pengadilan Negeri Tegal yang menangani langsung 
kasus Pertanggungjawaban pidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
jenis tembakau gorilla. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari: 
1)    Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan  
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M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. 
hlm. 11. 
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yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang 
digunakan adalah: 
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.
8
 
2)    Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang 
terkait dengan menangani langsung Pertanggungjawaban pidana pelaku 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla. 
3)    Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. 
 
5) Metode Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis 
dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut : 
1. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan Studi Pustaka 
Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari 
data yang berupa bahan-bahan pustaka atau data tertulis, baik berupa Kitab 
Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, 
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serta bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek 
penelitian. 
 
2. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan wawancara terhadap 
Pengadilan Negeri Tegal 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 
dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu.
9
 wawancara ini dilakukan secara langsung 
terhadap, Petugas Pengadilan Negeri Tegal. 
6) Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian 
dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. yaitu pengujian tanpa 
menggunakan angka-angka atau model-model matematis dan rumusan-
rumusan statistik, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. 
Penyajian data secara deskriptif analisis disini adalah pengolahan data tanpa 
menggunakan model matematis dan rumusan-rumusan statistik, tetapi 
penyajian data langsung berupa deskriptif sehingga pembaca mudah 
memahaminya. 
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F. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:  
Bab I pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana 
narkotika, dan tinjauan hukum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla. 
Bab III Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika jenis tembakau gorilla, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla. 
Bab IV Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan 
dengan permasalahan dan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Ruang Lingkup tentang Pertanggungjabawan Pidana 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan asas 
culpabilitas, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas 
kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan 
dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. walaupun konsep 
berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun 
dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban 
pengganti vicarious liability dan pertanggungjawaban yang ketat strict 
liability. masalah kesesatan error baik kesesatan mengenai keadaannya error 
facti maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan 
pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut 
dipersalahkan.
10
 
Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu 
keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam 
kemampuan untuk:  
a.  Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. 
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Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 23. 
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b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang 
    oleh masyarakat. 
c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung 
pengertian kemampuan dan kecakapan.11 
Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang 
bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan 
konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan 
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana 
dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan 
membebaskan rasa bersalah pada terpidana. kesalahan tersebut terdiri dari 
dua jenis yaitu kesengajaan atau opzet dan kelalaian atau culpa, sesuai teori 
hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang 
bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah 
dapat dimengerti oleh khalayak ramai. apabila kesengajaan seperti ini 
ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman 
pidana. dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti 
pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok 
alasan diadakannya ancaman hukuman ini. 
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Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia 1985, hlm. 
108. 
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b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si 
pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat 
yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu 
pasti akan mengikuti perbuatan itu. 
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang 
terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat 
yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan 
belaka akan akibat itu. selanjutnya mengenai kealpaan karena 
merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.
12
 
 
2. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
1. Kesalahan 
Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum,atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan 
undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti 
bahwa dia langsung dipidana. mungkin dipidana, yang tergantung kepada 
kesalahannya. dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua 
syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu 
dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. putusan untuk 
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Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina 
Aksara, 1993, hlm. 46. 
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menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya 
kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap 
seorang tertuduh yang dituntut di muka Pengadilan.
13
 
2. Kemampuan Bertanggung jawab 
Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau (elemen) 
kesalahan. karenanya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi 
harus dibuktikan pula. oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah 
normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap 
diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan 
bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. dalam hal ini, hakim 
harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa 
terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. jika 
hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, 
pidana tidak dapat dijatuhkan. jika hasil pemeriksaan masih meragukan 
bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab tidak 
terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, 
berdasarkan atas asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.  
Mengenai kemampuan bertanggung jawab terhadap anak, dia dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana nya jika memenuhi persyaratan 
seperti yang telah dijelaskan diatas. dalam menentukan bagaimana atau 
seperti apa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan 
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terhadap anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah anak jiwanya 
sehat dan tidak terganggu karena penyakit.
14
 
 
B. Ruang Lingkup tentang Narkotika  
1. Tindak Pidana Narkotika 
Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, 
yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan 
monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak 
memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility sedangkan, 
pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara criminal act dan 
criminal responsibility. Criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan 
sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi 
rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Criminal responsibility 
adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya 
terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan dolus atau kealpaan 
culpa. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 
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mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan 
gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, 
ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi)
15
. 
Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam segi perbuatannya 
ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi 9 (sembilan) antara lain: 
a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika 
b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika 
c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika 
d. Kejahatan yang mengangkut penguasaan narkotika 
e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika 
f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika 
g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika 
h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika 
i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. 
 
M. Ridha Ma‟roef, membagi jenis-jenis Narkotika menjadi dua macam, 
yaitu: 
1. Narkotika Alam : narkotika dalam penegertian sempit, termasuk 
didalamnya adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, 
hashish, codein dan cocaine. 
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2. Narkotika Sintesis : narkotika dalam pengertian yang luas, termasuk 
didalamnya adalah zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat 
yaitu: hallucinogen, depressant, dan stimulant. 
 
Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan 
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 
Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga 
golongan, yaitu : 
a.  Narkotika Golongan I 
Narkotika golongan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I dalam undang-
undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis diantaranya : 
1. Tanaman papaver Somniverum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya 
2.  Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 
buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya 
3.  Opium masak terdiri dari  
a. candu, hasil yang diperoleh ari opium mentah melalui suatu 
 rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, 
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dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok 
untuk pemadatan. 
b.  jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 
c.  jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythoxylon dari keluarga 
Eryhroxylaceae termasuk buah dan bijinya 
5. Daun koka, daun belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 
serbuk dari semua tanaman genus erythoxylon dari keluarga 
Erythoxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia 
6.  Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari dau koka yang dapat 
diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain 
7.  Kokaina, metil ester-I-bensoil ekgonina 
8. Tanaman ganja, semua tanaman ganja termasuk biji, buah, jerami, 
hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk 
damar dan hasis. 
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya 
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya 
11) Asetofina : 3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil 
12) Acetil-alfa-metil fentanil  
N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida 
13) Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida 
14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-]1-metil-2-(2-tienil)etil] 
-4-iperidil] priopionanilida 
15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] 
  propionanilida 
16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 
piperidil] propio-nanilida. 
17) Desmorfina : Dihidrodeoksi morfina 
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18) Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14- 
endoetenooripavina 
19) Heroina : Diacetil morfina 
20) Ketobe midona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionil piperidina 
21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 
22) 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] 
 propionanilida 
23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) 
24) Para-fluorofentanil : 4„-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) 
 propionanilida 
25) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) 
26) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida 
27) BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-α-
metilfenetilamina DOB 
28) DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol 29) DMA:(+)-2,5-dimetoksi-α- 
metilfenetilamina 
30) DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9 
 trimetil6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol 
31) DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol 
32) DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metil fenetilamina 
33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsiklo heksilamina 
34) ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole 
35) KATINONA : (-)-(S)-2-amino propiofenon 
36) (+)-LISERGIDA,nama lain : 9,10-didehidro-N,N-dietil-6- 
  metilergolina-8 β –LSD, LSD-25 karboksamida 
37) MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina 
38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksi fenetilamina 
39) METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on 
40) 4-metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina 
41) MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina 
42) N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin 
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43) N-hidroksi MDA : (±)-N-[α-metil-3,4-(metilendioksifenetil] 
  hidroksilamina 
44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 
9-trimetil-6H dibenzo[b,d] piran-1-ol 
45) PMA : p-metoksi-α-metil fenetilamina 
46) Psilosina, psilotsin :3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol 
47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat 
48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1-fenilsiklo heksil) 
  pirolidina PHP,PCPY 
49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetil fenetilamina 
50) TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi) 
 fenetilaminaMDA 
51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil] piperidina 
TCP 
52) TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α –metil fenetilamina 
53) AMFETAMINA : (±)-α-metil fenetilamina 
54) DEKSAMFETAMINA : (+)- α –metil fenetilamina 
55) FENETILINA : 7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilina 
56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenil morfolin 
57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1-fenilsikloheksil) piperidina 
58) LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α –metil fenetilamina 
levam fetamina 
59) Levometamfetamina : (-)-N, α-dimetil fenetilamina 
60) MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon 
61) METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α-dimetil fenetilamina 
62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon 
63) ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1- 
  piperazinetano 
64) Opium Obat 
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65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan 
narkotika.
16
 
 
b.  Narkotika Golongan II 
Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk 
pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan 
dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Jenis narkotika golongan II ini sangat banyak, antara 
lain: 
1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana 
2. Alfameprodina : Alfa - 3 -etil - 1 - metil - 4 - fenil - 4 - 
propionoksipiperidina  
3.  Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol  
4. Alfaprodina  : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
5. Alfentani : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-lH-tetrazol-1-il)etil]-4 
(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenil propanamida  
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4- 
 karboksilat etil ester  
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenil heptana  
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 
etil ester  
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina 
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11) Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina 
12) Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol 
13) Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina 
14) Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 
15) Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1- 
benzimidazolinil)-piperidina  
16) Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1- 
  pirolidinil)butil]-morfolina 
17) Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida 
18) Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2‟-tienil)-1-butena 
19) Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4- 
karboksilat etil ester 
20) Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik 
21) Dihidromorfina 
22) Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 
23) Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat 
24) Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena 
25) Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat 
26) Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona 
27) Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol 27 
28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan 
ekgonina dan kokaina. 
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29) Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena 
30) Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4- 
karboksilat etil ester 
31) Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil- 
5nitrobenzimedazol 
32) Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4- 
karboksilat etil ester) 
33) Hidrokodona : dihidrokodeinona 
34) Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4- 
karboksilat etil ester 
35) Hidromorfinol : 14-hidroksidi hidromorfina  
36) Hidromorfona : dihidri morfinona 
37) Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona  
38) Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona  
39) Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida  
40) Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan  
41) Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan  
42) Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-  
 karboksilatmEtil ester 
43) Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina 
44) Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5- 
nitrobenzimidazol 
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45) Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima 
46) Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan 
47) Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- 
(1pirolidinil)butil] morfolina 
48) Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan  
49) Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 
50) Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona 
51) Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana 
52) Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan 
53) Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina 
54) Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina 
55) Metopon : 5-metildihidromorfinona 
56) Mirofina : Miristilbenzilmorfina 
57) Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,  
1difenilpropana karboksilat 
58) Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4- 
karboksilat etil ester 
59) Morfina-N-oksida 
60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 
lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 
kodeina-Noksida 
61) Morfina 
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62) Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina  
63) Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4 difenilheptana 
28  
64) Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan  
65) Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona  
66) Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina  
67) Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona  
68) Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona  
69) Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona  
70) Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina  
71) Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
72) Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat  
73) Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
74) Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4- 
karboksilat etil ester  
75) Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)- 
  piperdina-4-Karbosilat armida  
76) Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana  
77) Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil 
ester  
78) Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan  
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79) Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)- 
butil]-morfolina 
80) Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan  
81) Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil]  
 propionanilida  
82) Tebaina  
83) Tebakon : asetildihidrokodeinona  
84) Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1- 
karboksilat  
85) Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
86) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
17
 
 
c.  Narkotika Golongan III 
Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta 
digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. jenis 
narkotika golongan III antara lain : 
1. Asetildihidrokodeina  
2.Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-
butanol propionat  
3.  Dihidrokodeina 
4.  Etilmorfina : 3-etil morfina  
5.  Kodeina : 3-metil morfina 
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6.  Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina  
7.  Nikokodina : 6-nikotinilkodeina  
8.  Norkodeina : N-demetilkodeina  
9.  Polkodina : Morfoliniletilmorfina  
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida  
11.Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2trimetilpropil]- 
6,14 - endo-entano-6,7,8,14 - tetrahidrooripavina  
12.Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas  
13.Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika  
14.Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 
narkotika.
18
 
 
2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Narkotika 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu 
kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana” (KUHP). yaitu yang terdapat pada buku II dan buku III yang memuat 
perincian berbagai jenis tindak pidana. tujuannya adalah guna melindungi 
kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat 
dirinci dalam 3 jenis yaitu: 
1. Kepentingan hukum perorangan 
2. Kepentingan hukum masyarakat, dan 
3. Kepentingan hukum negara. 
Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara 
kejahatan (misdrijven) Pasal 104 – 488 dengan pelanggaran (overtredingen) Pasal 
498 –569. kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai 
                                                             
18
Ibid., 
  
30 
kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai 
kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara 
tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan 
Rechtdelicten. sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh 
masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. diangkatnya sebagai perbuatan 
pidana karena ditentukan oleh undang-undang karena disebut dengan 
Wetsdelicten. 
Dengan mengetahui masalah-masalah pokok di atas maka akan lebih 
memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam hal ini tindak 
pidana narkotika yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, kecuali itu, bahwa 
di sisi lain ada juga dikenal cara melihat kejahatan antara lain terletak pada: 
a. Cara perumusannya 
b. Cara melakukan tindak pidana 
c. Ada tidaknya penanggulangan atau kelanjutanya 
d. Berakhir atau kesinambungannya suatu delik 
e. Apakah tindakan terlarang tersebut meruakan kebiasaan dari pertindak atau 
tidak 
f. Bentuk kesalahan pertindak 
g. Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau 
pemerintah negara 
h. Perbedaan subjek 
i. Cara penuntutan.
19
 
                                                             
19
Moh. Taufik Makoro, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia,2005, hlm. 41-45. 
  
31 
3. Narkotika Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis. 
Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis adalah ramuan herbal atau tembakau 
yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai 
efek psikoaktif dari ganja (cannabis). cara penggunaan tembakau gorilla sama 
seperti orang merokok, untuk kemasannya seperti dibungkus seperti kemasan teh. 
ganja sintetis legal di beberapa negara dengan merek dagang seperti Spice, K2, No 
More Mr Nice Guy, dan lain-lain. Ganja sintetis sangat bebeda dengan ganja yang 
sebenarnya. Ganja sintetis mengandung bahan kimia yang disebut 
cannabimimetics yang dapat mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan dan 
sangat beresiko untuk disalahgunakan. pengguna tidak tahu persis bahan-bahan 
apa saja yang di racik didalamnya. ganja sintetis merupakan zat yang bisa sangat 
berbahaya dan adiktif.
20
 apabila dikonsumsi akan mengakibatkan efek berbahaya 
bagi kesehatan tubuh, serta dapat mengancam nyawa manusia seperti:  
a. perasaan senang yang berlebihan (euphoria)  
b. delusi paranoid ( ketakutan atau curiga berlebihan)  
c. rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla)  
d. halusinasi (gangguan psikotik), dan 
e. koma hingga menyebabkan kematian.
21
 
Penyalahgunaan berdasarkan pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang 
Narkotika
22
 menyebutkan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 
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melawan hukum. sehingga bagi penyalahgunaan tembakau gorilla dapat diproses 
secara hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Narkotika. untuk 
melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla 
biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. laporan atau pengaduan 
yang di terima penyidik merupakan informasi yang penting untuk mengetahui 
adanya tindak pidana narkotika. sumber-sumber informasi tersebut meliputi 
berbagai macam sumber bisa saja informasi diterima dari teman sejawat dan bisa 
juga informasi didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas 
operasi. 
Dalam terjadinya suatu kasus penyalahgunaan tembakau gorilla 
kepolisian juga mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait 
diantaranya kejaksaan dan kehakiman. koordinasi yang dilakukan pihak 
kepolisian selaku penyidik dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum 
mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak kepolisian agar nantinya proses 
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian atas kasus 
penyalahgunaan tembakau gorilla akan diberikan kepada kejaksaan untuk 
menghindari dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada kepolisian 
dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan 
yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya 
prapenuntutan. hasil koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku 
penyidik dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk 
mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran 
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yang timbul didalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan 
tembakau gorilla yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan 
yang didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan penyidik pada hakim 
guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum 
bagi pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla tersebut. 
 
Gambar 1. Bentuk Narkotika Tembakau Gorilla 
 
Meski sekilas mirip dengan ganja, namun narkotika jenis tembakau gorilla 
ini miliki bentuk fisik yang berbeda. jika ganja berwarna agak kehijauan 
sedangkan tembakau gorilla lebih berwarna cokelat dan kering. bisa dibilang lebih 
mirip dengan tembakau pada rokok lintingan. bedanya lagi pada saat dibakar, jika 
ganja miliki bau yang khas saat dibakar dari asap yang dihasilkan, namun 
tembakau gorilla tidak sama seperti ganja saat dibakar. Tembakau gorilla juga 
berbahaya karena dicampur dengan ganja sintetis yang menyebabkan 
penggunanya 'nge-fly' dan ketergantungan. namun efek yang diberikan bisa 
dibilang lebih mengerikan karena cenderung tidak enak dibanding dengan efek 
ganja. untuk pengedar tembakau gorilla juga bisa langsung 'nge-fly dalam dua, 
atau tiga hisap saja. Narkotika jenis tembakau gorilla ini mengakibatkan efek 
mulai dari bicara yang ngelantur sampai untuk berdiri saja rasanya malas, tetapi 
untuk pemakai baru, bisa menyebabkan muntah saat mencobanya dan sambil 
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bersandar di tembok, para pemakai atau pengedar menikmati sensasi dari efek 
yang diberikan. bedanya dari jenis narkotika lain, tembakau gorila miliki efek 
melayang yang tidak berlangsung lama. sekitar 30 menit hingga 2 jam tergantung 
dari banyaknya yang dihisap. meskipun efeknya cuma sebentar nyatanya 
tembakau gorila juga masih banyak yang mengonsumsi.
23
 
 
4. Penyalahgunaan Narkotika Tembakau Gorilla 
Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang mengancam 
keselamatan bagi pemakai baik dari fisik maupun jiwa, ataupun lingkungan 
sekitarnya. penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah merupakan 
delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban 
pelaku, merupakan delik formil.
24
 Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian 
narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan 
pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di 
rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.
25
 
Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat 
bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap 
masyarakat atau lingkungan. yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 
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(dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan 
pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai 
berikut: 
1. Euphoria, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan 
kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam 
penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak). 
2. Dellirium, suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami 
menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan 
gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakai 
dosis lebih banyak dari pada keadaan euphoria). 
3.  Halusinasi, adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami 
“khayalan”, misalnya melihat atau mendengar yang tidak ada pada 
kenyataannya. 
4.  Weakness, kelemahan yang dialami fisik atau psychis kedua-duanya. 
5.  Drowsiness, kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan,  
 ataupun seperti orang mengantuk. 
6.  Coma, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan  
 yang akhirnya dapat membawa kematian.
26
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Terdapat zat-zat kimia yang terkandung dalam campuran Tembakau Gorilla, 
zat-zat kimia tersebut merupakan zat yang bisa sangat berbahaya dan adiktif yang 
disebut dengan singkatan AB-FUBINACA zat yang terdiri dari :  
1. Aminocarbonyl  
2. Methylpropyl  
3. Fluropenylmethyl   
4. Indazole 
5. Carboxamid.
27
 
Moh. Taufik Makaro mengemukakan mengenai bentuk-bentuk tindak 
pidana narkotika yang umum dikenal, antara lain
28
 :  
1) Penyalahgunaan/melebihi dosis 
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain :  
1. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-
pengalaman emosional 
2.  Menghilangkan rasa frustasi  
3.  Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan 
4.  Hanya sekedar ingin tau atau iseng.  
2) Pengedaran Narkotika 
Hal ini terkait dengan peredaran narkotika, baik nasional maupun 
internasional  
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3) Jual beli narkotika  
4) Pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan 
materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.
29
 
Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika 
diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan 
narkotika, yaitu : 
(1) Setiap Penyalahgunaan : 
a.  Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun; 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan  
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun.  
(2)  Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54, Pasal 55, dan Pasal 103. 
(3)  Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 
Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak 
pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat 
berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban 
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merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau 
dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat 
penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan.
30
 Pecandu 
narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika yang dilakuknnya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak 
pidana narkotika yang lain. sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu
31
 :  
“(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:  
a.  memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan  
dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika. 
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(2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman “.  
Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di 
atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam 
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Kronologi Kasus 
Terdakwa bernama Yanuar Iskandar Putra pada hari senin tanggal 09 
september pukul 19.30 Wib, di warnet Good Net di jalan jeruk kelurahan kraton 
kecamatan tegal barat, Tanpa hak dan melawan hukum menjual beli, menerima, 
menjadi perantara narkotika golongan I yang dilakuan dengan cara sebagai 
berikut: 
Yanuar Iskandar Putra berada di warnet Good Net bersama teman nya yang 
bernama Dwi Priyono mengobrol-ngobrol menanyakan kepada Yanur Iskandar 
Putra mempunyai sabu-sabu namun Yanur Iskandar Putra mengatakan tidak ada, 
tetapi mempunyai tembakau gorilla dan Dwi Priyono membeli 5 linting tembakau 
gorilla yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok tuton filter warna merah 
seharga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yanuar 
Iskandar Putra. Sebelumnya terdakwa membeli tembakau gorilla dari jual beli 
online via Instagram yang bernama Lentera Gadjah yang menjual beli tembakau 
gorilla, Yanuar Iskandar Putra membeli 5 R bungkus dalam 1 plastik seharga Rp. 
475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim lewat J&T 
sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) pembayaran melalui via transfer 
atm dan mengunggu selama pengiriman 3 hari barang di terima oleh Yanuar 
Iskandar Putra sendiri yang menerima paketan tersebut. 
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Kemudian saksi Fendi Arizal sebagai Anggota Kepolisian Polres Tegal Kota 
bersama rekan-rekan nya sedang melakukan Pemberantasan Narkoba di wilayah 
hukum Kota Tegal, saksi Fendi Arizal mendapatkan informasi dari warga 
masyarakat, seorang laki-laki bernama Dwi Priyono yang di curigai sebagai orang 
yang pecandu narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian saksi Fendi Arizal 
bersama rekan-rekan team melakukan penyidikan secara intensif terhadap 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dwi Priyono. 
Tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.30 wib Dwi Priyono sedang 
mengendarai kendaraan sepeda motor sendirian melintas Jl. Pancasila sebelah 
barat indomaret kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal guna 
memastikan target membawa barang narkotika dan akhirnya saksi Fendi Arizal 
melakukan penyergapan terhadap Dwi Priyono, setelah di periksa ternyata benar 
telah membawa barang narkotika sebanyak 5 linting tembakau gorilla yang 
dimasukkan kedalam bungkus rokok tuton filter berwarna merah yang disimpan 
dengan cara dijepitkan atau dinjak dengan menggunakan kaki dan di tangkap 
beserta barang bukti tersebut. 
Saksi Fendi Arizal dan terdakwa yang bernama Dwi Priyono dibawa ke 
kantor kepolisian beserta barang bukti 1 Hp merk iphone 7 warna rose gold dan 
uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan tembakau 
gorilla sebagai barang bukti terdakwa melakukan menjual kepada temannya 
kepada Rio Priatno berjumlah 3 linting tembakau gorilla tanpa bungkus apapun, 
dan Rio Priatno meminta bonus kemudikan saksi memberikan tambahan 1 linting 
tembakau gorilla sebagai bonus. Terdakwa menjual dengan seharga Rp. 50.000 
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(lima puluh ribu rupiah) per-linting sehingga total saksi menjual sebesar Rp. 
150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rio Priatno. 
Sebagaimana hasil pemeriksaan dari PUSLABFORBARESKRIM POLRI 
LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG berupa berita acara 
pemeriksaan laboratoris kriminalistis nomor : 2353/NNF/2019 tanggal 25 
september 2019 dengan kesimpulan : BB-4851/2019/NNF berupa 1 (satu) 
bungkus plastik klip didalamnya terdakwa 5 linting rokok berisi irisan daun 
dengan berat bersih keseluruhan 0,29574 gram yang tersimpan didalam bungkus 
rokok tuton yang disita dari Dwi Priyono (berkas penuntutan terpisah) adalah 
positif mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO ADBICA terdakwa dalam 
golongan I Nomor 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Mentri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan 
Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika. 
Sebagaimana hasil pemeriksaan dari PUSLABFORBARESKRIM POLRI 
LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG berupa berita acara 
pemeriksaan laboratoris kriminalistis nomor : 2354/NNF/2019 tanggal 25 
september 2019 dengan kesimpulan : BB-4852/2019/NNF berupa 1 (satu) 
bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 putung rokok berisi irisan daun 
dengan berat bersih keseluruhan 0,02065 gram yang tersimpan didalam bungkus 
rokok gudang garam dan : BB-4853/2019/NFF berupa 1 linting rokok berisi irisan 
daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,05865 gram yang ersimpan didalam 
bungkus rokok Esse Change yang disita dari Rio Priatno (berkas penuntutan 
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terpisah) adalah positif mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO ADBICA 
terdakwa dalam golongan I Nomor 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan 
Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan 
Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Terakwa menjual berupa 5 linting rokok tembakau gorilla kepada Dwi 
Priyono dan menjual 4 linting rokok tembakau gorilla kepada Rio Priatno tidak 
memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatan 
dilarang dan melanggar hukum Perbuatan Terdakwa atas nama Yanuar Iskandar 
Putra tersebut Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terdakwa 
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara : 
1. Menyatakan Terdakwa Yanuar Iskandar Putra Alias Keplek Bin 
Kusnandar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I 
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntuan Umum, 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu 
milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 
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3. Menetapkan masa peangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurngkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
i. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Rose Gold dengan 
nomor Hp +62856 4007 9077 dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu 
rupiah) di rampas untuk Negara 
ii. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting 
rokok berisi irisan daun setelah diperiksa oleh Pabfor dengan 
berat bersih 0,28430 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok 
tuton dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dwi Priyono 
Alias Ucil Bin Suparino , 
iii. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 putung rokok 
berisi irisan daun setelah diperiksa oleh Labfor sisa daun habis 
dalam pemeriksaan, 
iv. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 linting rokok 
berisi irisan daun setelah diperiksa labfor sisa dengan berat bersih 
0,05152 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Esse Change 
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rio Priatna alias 
Bayong Bin Edy Supriyadi. 
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6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
5000,- (lima ribu rupiah) 
B. Pembahasan 
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Jenis Tembakau Gorilla 
Penjatuhan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak 
pidana dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, tujuan pemidanaan 
dikenal dengan tiga teori yaitu berupa pembalasan, sarana mencegah kejahatan di 
masa yang akan datang dan sebagai bentuk dari pembalasan sekaligus sebagai 
upaya mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat.
32
 Pertanggungjawaban 
pidana mengandung asas kesalahan asas culpabilitas, yang didasarkan pada 
keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai 
keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan 
pada nilai kepastian. walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban 
pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup 
kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti vicarious liability dan 
pertanggungjawaban yang ketat strict liability. masalah kesesatan error baik 
kesesatan mengenai keadaannya error facti maupun kesesatan mengenai 
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hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana 
kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.
33
 
Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan 
normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:  
a.  Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. 
b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh 
masyarakat. 
c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian 
kemampuan dan kecakapan.34 
Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan 
untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan 
tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. kesalahan 
tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan atau opzet dan kelalaian atau 
culpa, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, 
yaitu sebagai berikut: 
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a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang 
bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat 
dimengerti oleh khalayak ramai. apabila kesengajaan seperti ini ada pada 
suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. dengan 
adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya 
ancaman hukuman ini. 
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si 
pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan 
mengikuti perbuatan itu. 
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang 
terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat 
yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan 
belaka akan akibat itu. selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan 
bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya 
Dari masing-masing faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Faktor usia 
 Dalam istilah pergaulan sosial, pada dasarnya usia belia belum mampu 
menerima pengaruh buruk dari luar. Hal ini dapat menjadi faktor 
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penyebab pribadi anak untuk melakukan suatu penyimpangan perilaku 
atau tindakan delikuensi, serta dalam usia belia condong lebih mudah 
terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang bersifat negatif, yang antara 
lain mencoba hal-hal baru guna mencari jati diri, pengalaman dan 
menunjukan eksistensinya kepada teman temanya. Selain itu mental anak 
yang belum siap untuk mempertimbangkan (baik dan buruk) hal-hal baru 
yang ia terima dari lingkungan sekitar. 
2. Faktor pandangan yang salah 
 Usia remaja atau anak adalah masa untuk mencari jati diri melalui 
pengalaman hidup, namun jika tidak ada kontrol dan arahan dari orang 
tua sehingga anak dapat memiliki pandangan yang salah dan terjerumus 
ke dalam hal-hal negatif dalam mencari jati diri dan pengalaman, semisal 
berpandangan bahwa mengkonsumsi narkotika merupakan hal yang 
keren dan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri kepada teman-
teman sepergaulanya. Hal ini biasanya diperoleh anak dalam melihat 
tayangan televisi, film atau dunia maya. 
3. Faktor kurangnya sifat religius dalam anak 
 Apabila anak hidup dan berkembang di lingkungan atau keluarga yang 
tidak taat kepada agama apalagi tidak pernah diajarkan taat kepada 
Tuhan YME maka anak cenderung dapat mudah untuk terpengaruh hal-
hal negatif. Hal ini dikarenakan dalam pribadi anak tidak ada panutan 
nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam berbuat serta tidak ada rasa 
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takut (dosa) kepada Tuhan. Namun apabila anak taat dengan agama dan 
dekat dengan tuhan maka anak akan memiliki kepercayaan kepada nilai-
nilai moral dan norma-norma yang ada, hal tersebut tentunya akan 
mengurangi hasrat untuk melanggar dan timbulnya rasa takut akan 
berbuat dosa dan takut melanggar norma-norma yang difirmankan oleh 
Tuhan YME. Jika dikaitkan, faktor ini sesuai dengan unsur belief dari 
teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 
1969. Belief merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang 
akan norma-norma yang baik dalam masyarakat.
35
 Salah satunya adalah 
norma-norma yang terdapat dalam agama, maka ketidak taatan seseorang 
akan agama atau kurangnya sifat religius juga dapat menjadi pemicu 
perilaku delikuensi pada seseorang. 
4.  Faktor Keluarga 
 Keluarga adalah faktor utama anak dalam membentuk sifat, kebiasaan 
dan jati diri anak, ketidak harmonisan antara anak dan orang tua dapat 
menjadi penyebab perilaku delikuensi anak, hal ini dikarenakan tidak 
adanya keterikatan batin antara anak dan orang tua sehingga terjadi 
kesenjangan antara kehendak orang tua dan kehendak anak kemudian 
anak dapat melakukan perilaku delikuensi yang ditimbulkan karena tidak 
ada kepekaan terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Oleh 
karena itu peran keluarga sangat penting dalam membina anak sebagai 
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pribadi yang baik sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif 
yang mempengaruhi pribadi anak. Apabila anak tidak dibina dengan baik 
maka tidak heran jika anak akan melakukan hal-hal buruk dikarenakan 
tidak ada peran keluarga untuk mengawasi dan membatasi pribadi anak 
dalam berbuat dan untuk menentukan itu baik atau buruk. Faktor ini 
sesuai dengan unsur attachment dari teori kontrol sosial yang di 
kemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Attachment diartikan 
sebagai suatu keterikatan seseorang kepada orang lain, baik orang tua, 
guru atau teman sebaya yang dapat menghambat terjadinya suatu 
kejahatan atau perilaku penyimpangan. Dikarenakan adanya suatu 
keterikatan akan membuat seseorang memiliki perasaan, kepekaan dan 
mengerti akan kehendak terhadap orang lain.
36
 
5. Faktor lingkungan 
 Lingkungan yang buruk akan secara langsung memberikan dampak bagi 
pribadi anak dalam berperilaku dan berbuat. Secara mental anak belum 
benar-benar matang untuk menerima pengaruh negatif, dalam artian anak 
akan menirukan apa yang dilihat dan dialaminya dari lingkungan sekitar, 
karena beranggapan bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan. Untuk itulah 
lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menentukan pribadi anak, 
lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi anak yang baik pula. 
Jika dikaitkan dengan teori differential association yang dikemukakan 
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oleh Edwin Shuterland maka faktor ini sesuai. Teori ini menjelaskan 
tentang penyebab terjadinya suatu perilaku delikuensi, teori ini 
beranggapan bahwa kejahatan terjadi dikarenakan proses belajar dalam 
artian seseorang berinteraksi sosial kepada orang lain secara tidak 
langsung akan memahami, menirukan dan melebur dalam interaksi yang 
intim. 
Sehubungan dengan uraian-uraian diatas telah dijelaskan jika dikaitkan 
dengan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla adalah terdakwa Yanuar 
Iskandar Putra dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika jenis 
tembakau gorilla dalam bentuk kesengajaan, sebagaimana dimaksud yaitu 
mengedarkan narkotika golongan I yaitu tembakau gorilla sebagaimana diatur 
dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
j.o Menteri Peraturan Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan 
Penggolongan Narkotika. 
Menimbang, bahwa terdakwa Yanuar Iskandar Putra Alias Keplek Bin 
Kusnandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
a. terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan membeli, menjual 
Narkotika Golongan I, 
b. Narkotika golongan I yang dijual terdakwa jenis tembakau gorilla, 
c. terdakwa menjual narkotika golongan I jenis tembakau gorilla 
tersebut pada Hari Senin tanggal 09 September 2019 menjual 
narkotika golongan I jenis tembakau gorilla. 
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Menimbang, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan 
primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Setiap orang, 
b. Yang tanpa hak atau melawan hukum, 
c. Menawarkan untuk dijual beli, menukar atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I. 
 
2. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis 
Tembakau Gorilla. 
Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.
37
 Menurut Barda 
Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu 
proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan 
bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan 
yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan 
secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti 
semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum 
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Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan 
sistem pemidanaan.
38
  
Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di 
atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (the statutory rules) 
dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah 
dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum 
maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya 
merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.
39
 Keseluruhan peraturan perundang-
undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari 
aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum 
terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku 
II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan 
khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun 
dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.
40
 Pada 
dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori 
ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan 
rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:  
1. Teori Retribution atau teori pambalasan; dan  
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2. Teori Utilitarian atau teori tujuan.
41
 
Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan 
memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu: 
1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;  
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 
sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan 
masyarakat;  
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;  
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;  
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan 
tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan 
kembali si pelanggar
42
. 
Kedua teori di atas, baik teori retribution maupun teori utilitarian pada 
dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap 
penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori 
itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini 
dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada 
pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu 
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pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan 
yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan 
obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala 
kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak 
mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. 
Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan 
hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah 
satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman 
bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restrorative justice 
berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim 
dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana 
penjara. Tratment sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan 
pecandu penyalahgunaan Narkoba sebagai korban peredaran gelap Narkoba 
sangatlah tepat untuk digunakan dari pada pendekatan retributif dan relatif pada 
sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa 
penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba berdasarkan tujuan 
tratment lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada 
perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi 
tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) daripada 
penghukuman.
43
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Pemidanaan dengan dasar Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
juga didukung dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 
04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan 
dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 
Sosial. Isi dari SEMA Nomor 04 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
1) Bahwa dengan telah di terbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Otober 2009 Tentang Narkotika, maka 
dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkmah 
Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang 
Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. 
2) Bahwa penerapan pemidanaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 103 
huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana. 
3) Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk 
dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, 
Majelis Hakim harus menunjukan secara tegas dan jelas tempat 
rehabilitasi yang terdekat dalam sama putusannya. 
4) Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan 
sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduaan terdakwa, 
sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar 
dalam proses terapi. 
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5) Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, 
dinytakan tidak berlaku lagi. 
Adanya SEMA No. 04 Tahun 2004 semakin memperjelas perbedaan antara 
korban penyalahgunaan dan pecandu penyalahgunaan narkotika. Untuk proses 
rehabilitasinya pun juga sudah di tentukan dimana korban penyalahgunaan dapat 
melakukan rehabilitasi di tempat yang sudah di tunjuk oleh pihak yang 
berwenang. 
Sehubungan teori-teori di atas bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tidak 
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla: 
Alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: 
1. Keterangan Saksi: 
Fandi Arizal Bin Darkum sebagai Anggota Polisi Polres Tegal Kota. 
2. Keterangan Ahli: 
Dr. Henny Ismawati dokter Polres Tegal Kota berupa berita acara 
pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor: Rik./11/IX/2019/Dokkes 
tanggal 10 september 2019. 
3. Surat: 
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
4. Petunjuk: 
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Hanya dapat diperoleh keterangan saksi bernama Fendi Arizal bin 
Darkum telah mengetahui terdakwa Yanuar Iskandar Putra telah 
ditangkap di Polres Tegal Kota dan hakim meyimpulkan hukuman pidana 
penjara. 
5. Keterangan Terdakwa: 
Yanuar Iskandar Putra Perbuatan menyadari sendiri telah melakukan 
tindak pidana narkotika sebuhungan Undang – Undang Nomor 35 tahun 
2009 
Sehingga uraian diatas mengenai bentuk pemidanaan atas perbuatan 
penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN 
Tegal terdakwa Yanuar Iskandar Putra dijatuhkan hukuman penjara selama 5 
(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) bulan. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi 
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika j.o 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan 
Penggolongan Narkotika. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika Jenis Tembakau Gorilla adalah terdakwa Yanuar Iskandar Putra 
dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika jenis tembakau 
gorilla dalam bentuk kesengajaan, sebagaimana dimaksud yaitu mengedarkan 
narkotika golongan I yaitu tembakau gorilla sebagaimana diatur dalam pasal 114 
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika j.o Menteri 
Peraturan Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan 
Narkotika. 
2. Bentuk Pemidanan atas perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau 
gorilla Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tegal terdakwa dijatuhkan hukuman penjara 
selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa 
yang memenuhi Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika j.o Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 Tentang 
Perubahan Penggolongan Narkotika. 
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B. Saran 
1.  Kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam mencegah dan memberantas 
peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di daerah Kota Tegal dan 
bagi pemerintah dapat merancang dan mempertegas hukuman bagi para pengedar 
maupun pengguna untuk menghindari semakin meluasnya jaringan pengedar dan 
pengguna narkotika. 
2. Supermasi hukum perlu ditegakkan, terutama kepada para pengguna narkotika. 
mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika 
maka perlu diberi sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya dan tidak pandang 
bagi pengguna narkotika jenis tembakau gorilla, bila perlu hukuman penjara 
seumur hidup bahkan jika perlu hukuman mati bagi orang yang mengedarkan dan 
pecancu atau arang-orang yang terlibat didalamnya. 
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